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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan analisis pembahasan, hasil penelitian yang penulis 

lakukan dalam penulisan hukum ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Aturan mengenai keberadaan bukti elektronik belum diatur dalam 

KUHAP. Ketika bukti elektronik dihadirkan dalam persidangan, hakim 

sebagai aparat penegak hukum yang berwenang untuk memeriksa, 

mengadili dan memutus suatu perkara diharapkan mampu melakukan 

interpretasi hukum mengenai bukti elektronik dengan melakukan 

penemuan hukum. Dalam interpretasi hukum hakim akan mengubah 

status bukti elektronik dengan melakukan generalisasi bukti elektronik. 

Generalisasi bukti elektronik adalah mengubah status bukti elektronik 

menjadi alat bukti surat atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang 

sah menurut hukum pidana Indonesia. Dalam penelitian hukum yang 

dilakukan oleh penulis, hakim mengakui bukti elekteronik sebagai barang 

bukti yang digunakan untuk mendukung dan menguatkan keberadaan alat 

bukti yang dihadirkan dalam persidangan. 

2. Bukti elektronik dapat dikatakan sebagai perluasan dari alat bukti surat 

atau petunjuk, yang merupakan alat bukti yang sah dan dapat dihadirkan 

di persidangan setelah hakim melakukan penemuan hukum dan 

menyatakan bahwa bukti elektronik merupakan alat bukti yang sah dan 
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dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta memiliki kekuatan 

hukum sebagai alat bukti. Dalam kasus yang diteliti penulis, bukti 

elektronik diinterpretasikan sebagai barang bukti. Untuk menilai 

keabsahan dari alat bukti tersebut, hakim membutuhkan keterangan ahli, 

uji lab keabsahan bukti elektronik tersebut. Agar bukti elektronik 

memiliki nilai pembuktian yang sempurna juga harus didukung dengan 

keterangan saksi yang mendukung. 

B. Saran 

 

Berdasarkan permasalahan dan penelitian penulisan hukum ini, maka 

penulis menyarankan agar dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1. Berkenaan dengan belum adanya undang-undang yang mengatur bukti 

elektronik pada hukum pidana Indonesia, penulis menyarankan agar 

aparat penegak hukum, baik hakim, jaksa penuntut umum dan polisi 

memiliki kemampuan, keberanian untuk melakukan penemuan hukum 

agar bukti elektronik dapat menjadi barang bukti atau alat bukti demi  

mengisi kekosongan hukum mengenai keberadaan bukti elektronik. 

2. Berkenaan dengan belum adanya ketentuan yang mengatur mengenai 

kekuatan bukti elektronik, penulis menyarankan agar hakim selaku aparat 

penegak hukum yang memiliki wewenang untuk memeriksa, mengadili 

dan memutus perkara dapat melakukan penemuan hukum secara adil dan 

obyektif mengikuti perkembangan yang ada dalam masyarakat. Penulis 

juga menyarankan agar RUU KUHAP yang telah memuat ketentuan 

bukti elektronik segera disahkan untuk mengakui keberadaan bukti 

elektronik pada perkara pidana umum.  
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